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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Alfons Sesa dan Yakobus Britai, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo RayaTahun 2024, Nomor Urut 4;

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

	Pihak Terkait
	:
	Robby Wilson Rumansara S.P., M.H dan Keven Totouw S.IP, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Ketetapan
	:
	1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

	Tanggal Ketetapan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025



	Ikhtisar Ketetapan
	:
	


Permohonan Pemohon diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 22.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 290/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 16.34 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

1) bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, ditemukan dugaan pencoblosan surat suara oleh KPPS yang seolah-olah menggunakan sistem Noken, padahal di Kabupaten Mamberamo Raya tidak termasuk dalam penggunaan sistem Noken; 

2) adanya money politics yang dilakukan oleh satu pasangan calon, dan intimidasi Kepala Suku untuk memilih salah satu pasangan calon.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Robby Wilson Rumansara, SP., MH. dan Keven Totouw, SIP serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 pada semua TPS di Kabupaten Mamberamo Raya.
bahwa Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 19 Januari 2025;
bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pada tanggal 30 Januari 2025 dengan agenda “Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu “ sekaligus “Konfirmasi Penarikan Permohonan” berkaitan dengan adanya surat Pencabutan Permohonan bertanggal 19 Januari 2025 dari prinsipal atas nama Alfons Sesa dan Yakobus Britai sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 yang memberikan kuasa kepada Aida Mardatillah, S.H., M.H, Pangeran, S.H., S.Ikom, Risky Dewi Ambarwati, S.H, Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H, Bansawan, S.H dan Septiadi Maulidin, S.H., C.LA. Dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan adanya Surat Pencabutan Permohonan dimaksud dan Kuasa Hukum Pemohon membaca dan membenarkan tetap melakukan penarikan/pencabutan permohonan tersebut. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 30 Januari 2025, hlm. 79 s.d 82]. Oleh karena itu Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi pada tahap persidangan berikutnya;
Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya sebagai berikut.
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
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